Menimbang:

Mengingat:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAY APURA

NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG

RETRIBUS PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

bahwa dengan tdah ditetgpkannya Keputusan Menteri Daam Negeri
Nomor 119 Tahun 1998 tentang ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribug
Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat |1, maka Retribus Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran merupakan Jenis Retribus Daerah Tingkat I1;

bahwa untuk memungut retribus sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Proping
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Proping Irian
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 2907);
Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
2104)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3037);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pagjak Daerah dan
Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
3693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama
Proping Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2997);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribus Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3692);

9. Keputusan Menteri Dadam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang
Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawa Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Dagerah Perubahan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesthan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribus Daerah;

12. Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata cara Pemungutan Retribus Daerah;

13. Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribus Daerah;

14.  Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-Jenis Retribus Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat 11;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAY APURA

MEMUTUSKAN:

Menetgpkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a
b,
C.
d.

€.

Daerah addah Kabupaten Jayapura;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;

Kepada Dagerah addah Bupati Jayapura;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribus Daerah sesua dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongd, koperad, yayasan atau organisas yang sgenis
lembaga dana pensiun, bentuk usahatetgp serta badan usahalainnya;

Alat Pemadam Kebakaran addah aat-dat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan
memadamkan kebakaran;

Pemeriksaan atau pengujian dat pemadam kebakaran adaah tindakan dan atau pengujian oleh
Pemerintah Daerah untuk menjamin agar da pemadam kebakaran selau dapat berfungs dengan
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bak;

Retribus Jasa Umum adalah retribus atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemelintah
Daerah untuk tujuan dan kepentingan kemanfastan umum serta dapat dinkmeti oleh orang
pribadi atau badan;

Retribus Pemeriksaan da Pemadam Kebakaran yang sdanjutnya dapat disngkat retribug
addah Pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadep dat-dat
pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat;

Waib Retribus addah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribus
diwgibkan untuk melakukan pembayaran retribus;

Masa Retribus addah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribus untuk
memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;

Surat Pendaftaran Objek Retribus Daerah yang sdanjutnya dapat disingkat SPAORO, adalah
Surat yang digunakan olen Wgjib Retribus untuk melaporkan objek retribus dan Wgjib Retribus
shagal dasar pertimbangan dan pembayaran retribus yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan retribug Daerah;

Surat Ketetgpan Retribus Daerah, yang sdanjutnya dapat disingkat SKRD addah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribus yang terutang;

Surat Ketetgpan Retribus Daerah Kurang Bayar Tambahan yang sdanjutnya dapat disngkat
SKRDKBT addah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribus yang
ditetgpkan;

Surat Ketetgpan Retribus Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB
addah surat keputusan yang merupakan jumlah kelebihan pembayaran retribus karena jumlah
kredit retribus 1ebih besar daripadaretribus yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Tagihan Retribus Daerah yang dapat disingkat STRD addah surat untuk melakukan
tagihan retribus dan atau sanks administrasi berupa bunga atau denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadagp SKRD, SKRDKBT,
SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan yang digjukan oleh Wgjib Retribusi;
Pemeriksaan addah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan
atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewgjiban retribus
Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribus Daerah;

Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribus Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penydidik Pegawa Negeri spil yang sdanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribus
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
NAMA, OBEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribus Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribus sebagai pembayaran
atas pelayanan pemeriksaan terhadap pengujian dat pemadam kebakaran;

Pasal 3

Objek Retribus addah peayanan pemeriksaan dan pengujian dat pemadam kebakaran yang
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dimiliki olen Pemerintah Daerah terhadep dat-dat pemadam kebakaran yang dipaka dan atau
dipergunakan oleh masyarakat di bidang retribus pelayanan umum, industri, perdagangan, dan
gedung bersangkutan untuk departemen, kondominium dan rumah sakit.

(2) Tidak termasuk objek retribus addah pelayanan pemakaian atau pemadam kebakaran yang
dimiliki dan aau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggd dan peayanan pemadam
kebakaran oleh Dinas Pemadam K ebakaran.

Pasal 4
() Subjek Retribus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh asan pdayanan pemeriksaan
dat pencegah pemadam kebakaran.
(20 Untuk gpartemen, kondominium, dan rumah susun subyek Retribus adalah pihak pengelola.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUS

Pasal 5
Retribus Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagal Retribus Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume dan jumlah dat pemadam kebakaran yang
diperiksadan atau diuji.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
(1) Prindp dan sasaran ddam penetgpan struktur dan besarnya tarif retribus adalah untuk menutup
sebagian biaya penyelengaraan pdayanan.

(2) Biaya sebagamana dimeksud pada ayat (1) addah biaya pengesshaan,perdatan, segd,
operasioand dan pemdiharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS
Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran aat pemadam kebakaran
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(20 Struktur dan Besarnyatarif ditetgpkan sebagai berikut:

JENISISIAN KAPASITAS HARGA SATUAN (Rp)
1 2 3
POWDER 15 Kg 90,200.00

2 Kg 132,600.00

35 Kg 195,300.00

4 Kg 214,500.00

45 Kg 233,600.00

6 Kg 300,900.00

7Kg 324,700.00

9 Kg 383,400.00

10 Kg 778,800.00

40 Kg 1,461,200.00

60 Kg 1,904,700.00

80 Kg 2,635,400.00

KARBONDIOKSIDA 3  Kg 132,000.00

45 Kg 155,700.00

6 Kg 203,900.00

9 Kg 287,700.00

12 Kg 323,400.00

20 Kg 394,600.00

23 Kg 443,500.00

BUSA 9 Kg 69,800.00
SUPERBUSA 10 Kg 139,400.00

50 Kg 278,700.00

100  Kg 432,300.00

150 kg 998,400.00

BAB VII
WILAY AH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribus yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.
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